
BUPATI MUSI RAtrIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 3 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI MWAS,

Menimbang r a bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020,

telah ditetapkan dengai'r Peratur-an Bupati Nomor' 98

Tahun 2O19 tentang Penjaba-ran Anggaran PendaPatan

dan Belq-nja Daerah Kabupaten M\rsi Rawas Tahun

Al:ggarar: 2O2O;/

b. bahwa dikarenakan adanya penyesuaian program dan

kegratan, pergeseran rekening rincian objek belarfa darl

anggaran kas dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun

2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang PengeloLaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ta-hun Anggaran 2O2o, Petan)ral] Menteri Keuangan

Nomor 141/PMK.O7l2Ol9 tentang Pengelolaan Dana

lnsentif Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

BO IPMK.OT /2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi

Hasil dal Penyaluran Dana Bagi Hasil Tiis'r.dan IV Tahun

Anggsran 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

166/PMK.O7/2O19 tentang Da.na Alokasi Umrm

Tambahan Bantuan Pembayaran selisih Perubahan Iuran

Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan olch

Pemerintah Daerah, mal<a Peraturan Bupati Nomor 98

Tahun 2O19 perlu diadakan perubalanT
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98

Tahun 2019 tentang Penjabaran Angga-ran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

An8frarali 2o2o.,/

: l. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);,/

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahur 2003 tentang Keuangan

Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahar lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaal Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);,/

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentalg

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44OO);,,'

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2o04 tentang Sistem

Perencana,an Pembangunan Nasional (l€mba-ran Negara

Republik [ndonesia Tahun 2O04 Nomor 1O4, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nornot 4421]i, ,/
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); /
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8.

7.

9.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak

Daerah darr Retribusi Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahal lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);,/

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahal Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahr:a 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);7

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O18 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

(t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

223, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 62631;7

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilarr Rakyat Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45401; /
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan l€mbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 45O2);,,,
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12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tamba-han Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574].',/

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahal lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45751;7

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5155);,2

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46141t /,.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Peme rintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintalan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47371i 7
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapal, Tata Cara PenJrusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 48171;7

17.



18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (I,€mbaral

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5156);/
Peraturan Pemerintai Nomor 27 Tahul 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambaha!

l€mbaran Negam Republik Indonesia Nomor 55331i /
Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2O19

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndouesia NoEor 6402)7
Perattlra! Pemerintah Nomor 18 Ta-hun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);/'

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daers-h (l,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);,2

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);/
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20i8 tentang

Pengadaan Barang dal Jasa Pemerintah (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 33); ,,
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29.

26.

27.

24.

31.

33.

Peratura! Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega.ra Tahurr

AI)qJ:ara,]. 2O2Oi /
Peratu.ran Presiden Nomor 13O Ta-hun 2019 tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggatan 2O2O;7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana tetah beberapa kali diubah teral(hir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubalan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terltang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2Ol8

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dai Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetahi /
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan daIl

Betanja Daerah Tahun Anggaran 2O20;7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Ta}run Arlggaran 2019; ,.
Peraturan Menteri Keuangarl Nomor 166/PMK.O7 /2019

tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan

Pembayaran selisih Perubahan Iuran Jalninan Kesehatan

penduduk yang didaJtarkan oleh Pemerintah Daerah;7

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2O1O tentalg Rencara

Pembangunan Je.ngka Panjang Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2OO5-2O25 (I€mbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);,,,

6

30.

32.

I



35.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimara telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daeral Nomor 6 Tahun

2016 tentanB Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O16-2O2L

(L€mbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018

Nomor U; /
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas (l€mbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2o16 Nomor 10);,,'

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai Kabupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 (I,embaraIl Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10); ,/
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 98).,,'

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.,,'

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2019 Nomor 98), diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :,2
/
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagei

berikut : /

Anggaran Pendapatan dan

2020 terdiri atasT

1. Pendapatan Daeralt :

a. Pendapatan Asli

Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain

Pendapatan yang

Sah

Jumlah Pendapatafl

Pasal 1

Belaaja Daerah Tahun Anggaran

2. Bclanja Daerah:

a Belanja Tidak Irngsung

1) Belanja PegBwai

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan

Soeial

3) Belanja Bagi Hasil

kepada Propinsi/

Kab/ Kota dan

Pemdes

a) Belanja Bantuan

Keuangan kepada

Pmpinsi/

Kabupat€n/Kota

dan Pemdes

5) Belanja Tidak

Terduga

Jumlah Belanja

Tidat Langsung

562.309.203.106,W./

81.343.100.OO0,00,,/

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 6.671.714.591,OO./

O,OO/

297.769.232.fiO,OO./

1.0oo.ooo.0o0,o0z

949.@3.250.147,O7,/

Rp.

Rp.

t54.244.636.036,00/

t.322.746.654.QOQ,@7

32t.A9A5%.326,O7/

r.7 98.889.A26.562,07/

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
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b. Belanja Langsung

1) Belanja

Pegawai

2) Belanja

Barang dan

Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Langsung

Surplus/ (DefisiQ

Rp. s2 .299 .7 55.OOO,OO,/

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

503.969.928.990,00//

329.A24.gAL.735,OO./

AA6.O94.665.725,@./

(36.298.089.560,O0),,,

36.298.Oa9.#O,OO7

O'OO/

36.298.089.560,OO,,

Pembiayaan:

a- Penerimaan Rp,

b. Pengeluaraa RP

Jumlah Pembiayaan

Netto Rp

Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan RP O'coz

2. Ketentuan dalam lampiran t diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampirai I Peraturan BuPati

iri../

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam lampiran lI Peraturart

Bupati ini.7
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Pasal U

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, m€merintahkar

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 2020

Diundangkan di Muara Beliti

pa&tanggal 2O2O

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

!

,((r ri i'
x,. ,e y

BERITA DAERATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR ...
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